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Abstract: Toll road development has been started in Indonesia since 1978 under control Govern-
ment of Indonesia. PT Jasa Marga is formed and appointed to manage its development. During the 
period 1978 to 1988 the growth rate of the toll road only 26.88 km/year. The low growth of toll 
road development encourages GOI to introduce the participation of private sector in the toll road 
development through Public Private Partnership (PPP) scheme. In this new system, the roles of PT 
Jasa Marga are twofold, as regulator and operator. However, under the new system, during the pe-
riod of 1989 to 2004, the growth rate of toll road decreases to 23km/year. The double role of PT 
Jasa Marga is suspected as the cause of declining in toll road growth. Since 2004, the toll road sys-
tem is amended where the role of regulator returned to the GOI through the formation of the Toll 
Road Regulatory Agency (BPJT). The GOI also establishes some changes to the legal framework 
for toll road. However, the amendment in toll road development system is not able to improve its 
performance as the growth rate of the toll road decrease to 21.43 km/year. This paper aims to de-
velop a framework of performance measurement system. The framework of performance mea-
surement developed is intended to be applied to measure the current toll road development system. 
The framework includes the elements of PPP governance, legal framework and institutional 
framework. Through extensive literature review, the study identifies 44 indicators that can be ap-
plied as a performance measurement framework for toll road development system. 
 
Keywords: Toll road development system, Public Private Partnership, performance indicator, le-
gal framework, institutional framework 
 
Abstrak: Penyelenggaraan jalan tol sudah dimulai di Indonesia sejak tahun 1978 yang pengelo-
laannya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui pembentukan dan penunjukan PT Jasa Marga. Se-
lama periode 1978 sampai 1988 tingkat pertumbuhan jalan tol hanya 26,88km/tahun. Rendahnya 
pertumbuhan jalan tol mendorong pemerintah mulai mengikutsertakan swasta dalam pengelolaan 
melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pada periode kedua ini dengan adanya peru-
bahan sistem penyelenggaraan, PT Jasa Marga berperan sebagai regulator sekaligus operator jalan 
tol. Namun, periode 1989 sampai tahun 2004, tingkat pertumbuhan jalan tol menurun menjadi 
23km/tahun. Peran ganda PT Jasa Marga ditengarai sebagai penyebab turunnya pertumbuhan jalan 
tol. Semenjak tahun 2004, sistem penyelenggaraan jalan tol diubah dimana peran regulator 
dikembalikan kepada Pemerintah melalui pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). 
Pemerintah juga melakukan beberapa perubahan pada kerangka hukum penyelenggaraan jalan tol. 
Perubahan sistem penyelenggaraan jalan tol ternyata tidak dapat meningkatkan kinerja sistem 
dengan menurunnya tingkat pertumbuhan jalan tol menjadi hanya 21,43km/tahun. Makalah ini 
bertujuan untuk mengembangkan kerangka pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol 
yang kemudian dapat diaplikasikan untuk mengukur kinerja sistem saat ini. Diharapkan dengan 
pengukuran kinerja maka dapat teridentifikasi permasalahan yang menyebabkan rendah tingkat 
pertumbuhan jalan tol. Kerangka pengukuran mencakup elemen tata kelola KPS, elemen kerangka 
hukum serta elemen kerangka institusional. Melalui kajian literatur yang intensif maka studi 
mengidentifikasi 44 indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kerangka pengukuran 
kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol.  
 
Kata kunci: Sistem penyelenggaraan jalan tol, Kerjasama Pemerintah Swasta, Indikator kinerja, 
Kerangka hukum, Kerangka institusional 
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PENDAHULUAN 
 
Pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai 
pada tahun 1973 yang menghubungkan Jakarta 
dan Bogor. Jagorawi yang merupakan jalan tol 
pertama mulai dioperasikan tahun 1978. Pada 
awalnya, jalan tol didanai dan dioperasikan oleh 
pemerintah melalui pembentukan PT Jasa 
Marga. Secara tradisional pendanaan dan 
penyelenggaraan infrastruktur termasuk jalan 
tol merupakan domain Pemerintah (Rostiyanti 
dan Pangeran, 2010). Hal ini didasarkan dari 
suatu pandangan bahwa infrastruktur harus 
tersedia untuk seluruh lapisan masyarakat 
sebagai public goods dan intervensi pemerintah 
memungkinkan terbangunnya suatu 
infrastruktur yang demikian. Pendanaan pada 
periode awal berasal dari anggaran pemerintah, 
pinjaman luar negeri (Notosoegondo, 2005) 
serta obligasi yang diterbitkan oleh PT Jasa 
Marga.  
 
Meningkatnya kebutuhan jalan tol 
menyebabkan Pemerintah mencari alternatif 
pendanaan baru. Dalam periode awal selama 
kurun waktu 10 tahun, pertumbuhan jalan tol 
hanya mencapai 26,9 km/tahun sehingga tahun 
1987, Pemerintah Republik Indonesia mulai 
mengundang pihak swasta untuk membangun 
jalan tol. Pessoa (2007) menyatakan bahwa 
terjadi perubahan pandangan dalam pendanaan 
infrastruktur dimana dukungan konvensional 
dalam bentuk pinjaman oleh lembaga 
internasional untuk modal investasi pada 
proyek-proyek infrastruktur tidak mencapai 
tujuan yang diharapkan untuk memajukan 
kesejahteraan umum sehingga menimbulkan 
kesenjangan finansial. Investasi proyek-proyek 
infrastruktur seperti jalan tol selalu melebihi 
anggaran yang mampu disediakan. Ikut sertanya 
swasta dalam penyelenggaraan jalan tol 
diharapkan dapat mempercepat pemenuhan 
kebutuhan prasarana trasportasi guna 
mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi. 
Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 1980 
tentang Jalan menjadi dasar hukum 
penyelenggaraan jalan tol dengan meng-
ikutsertakan sektor swasta dalam bentuk 
kemitraan yang dikenal sebagai Kerjasama 
Pemerintah Swasta (KPS). Perubahan sistem 
penyelenggaraan jalan tol pada periode ini 
adalah dengan adanya peran ganda PT Jasa 
Marga yaitu selain ditunjuk sebagai operator 
juga sebagai regulator (Rostiyanti dan Tamin, 
2010a). Namun dengan sistem penyelenggaraan 
jalan tol yang baru perkembangan jalan tol 
tidak menggembirakan. Sejak masuknya swasta 
dalam penyelenggaraan jalan tol sampai tahun 
2004 (periode 1988-2004), tingkat pertumbuhan 
jalan tol di Indonesia masih rendah, hanya 23,0 
km/tahun. Peran ganda PT Jasa Marga sebagai 
operator dan regulator telah menyebabkan 
perjanjian konsesi pengusahaan menjadi lemah 
dan proses pengadaan investasi yang kurang 
transparan.  
 
Pemerintah kemudian melakukan perubahan 
dalam sistem penyelenggaraan jalan tol. 
Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol. 
Perubahan dilakukan mulai dengan 
dikeluarkannya beberapa perundangan baru 
sebagai langkah kebijakan perbaikan di bidang 
hukum yang menjadi dasar pelaksanaan 
pembangunan jalan tol. Aziz (2007) 
menjabarkan salah satu prinsip dalam 
implementasi KPS yang perlu disediakan 
adalah kerangka hukum. Pada tahun 2004, 
dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan 
dengan ditetapkannya UU No.38 Tahun 2004 
tentang Jalan. Selain tersedianya kerangka 
perundangan, implementasi KPS perlu 
didukung dengan ketersediaan kerangka 
institusional (Aziz, 2007). Melalui UU tersebut 
peran regulator dipisahkan dari peran operator 
(BPJT, 2006). Fungsi regulator dikembalikan 
kepada pemerintah melalui pembentukan Badan 
Pengatur Jalan Tol (BPJT). Untuk menarik 
minat investor swasta pada pembangunan 
infrastruktur seperti jalan tol di Indonesia, 
Pemerintah menyelenggarakan Indonesian 
Infrastructure Summit (IIS) pada tahun 2005, 
2006, dan 2010. Namun ke-tiga infrastruktur 
summit ini kurang berhasil, dari 36 ruas jalan 
tol (1,152 km) yang ditawarkan, hanya 9 ruas 
(96 km) yang diminati oleh investor. Di dalam 
periode ketiga inipun kinerja sistem 
penyelenggaraan tetap rendah dengan tingkat 
pertumbuhan jalan tol pada periode 2004-2010 
hanya 21,4 km/tahun (lihat Gambar 1).  
 
Beberapa faktor menjadi hambatan dalam 
kinerja sistem penyelenggaraan jalan tol di 
Indonesia. Kerangka hukum dan kerangka 
institusional yang disiapkan dalam sistem 
penyelenggaraan jalan tol dengan pendekatan 
KPS tidak mampu memfasilitasi pertumbuhan 
jalan tol. Di lain pihak kemampuan untuk  
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mengelola penyelenggaraan yang baik sebagai 
bagian dari tata kelola (good governance) 
pemerintah juga menjadi hambatan. Kesadaran 
pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol 
berbasis skema KPS masih belum optimal. 
Sebenarnya sistem penyelenggaraan jalan tol 
melalui skema KPS bukan hanya 
mempersiapkan kedua kerangka di atas tetapi 
juga pengaturan aspek-aspek korporasi dalam 
suatu tata kelola korporasi. Tata kelola 
korporasi bukan hanya pengaturan untuk 
mencapai tujuan sosial pemenuhan kebutuhan 
masyarakat tetapi juga tujuan ekonomi dari 
penanaman investasi swasta (Wilson, dkk., 
2010). Dari permasalahan pada kinerja sistem 
penyelenggaraan jalan tol di Indonesia saat ini 
maka perlu adanya pengukuran kinerja sistem 
ini. Untuk itu makalah ini mencoba untuk 
mengembangkan kerangka pengukuran kinerja 
sistem penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. 
Kerangka ini dibangun dengan melakukan 
kajian literatur terhadap faktor-faktor yang 
menjadi kesuksesan penyelenggaraan 
infrastruktur melalui skema KPS. Kajian ini 
mencakup elemen kerangka hukum, kerangka 
institusional dan tata kelola berbasis KPS. 
 
KONSEP KERJASAMA PEMERINTAH 
SWASTA  
 
Infrastruktur merupakan prasarana yang 
disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi 
kebutuhan dasar sosial dan ekonomi manusia  
 
(Grigg, 1988; Hudson dkk., 1997; Hine dkk, 
2009). Infrastruktur transportasi seperti jalan 
dan jalan tol merupakan infrastruktur ekonomi 
yang digunakan untuk kegiatan ekonomi 
(Yescombe, 2007; Grimsey dan Lewis, 2004). 
Proyek-proyek infrastruktur umumnya 
memerlukan investasi besar dengan modal awal 
tinggi (Juan, 2005; Grimsey dan Lewis, 2002). 
Untuk memiliki fasilitas yang cukup maka 
diperlukan dana yang cukup pula bagi 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. 
Dengan besarnya dana ini maka pada awalnya 
proyek infrastruktur dilakukan secara swakelola 
oleh pemerintah. Namun semakin 
meningkatnya kebutuhan infrastruktur 
menyebabkan beberapa negara mengalami 
dilema dalam penyelenggaraan infrastruktur 
yang diakibatkan besarnya investasi 
infrastruktur.  
 
Perubahan dimensi penyediaan infrastruktur 
dengan terlibatnya swasta pada perancangan, 
konstruksi, pendanaan dan pengoperasian 
infrastruktur kemudian mulai dikenal sebagai 
bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 
atau Public Private Partnership (PPP). KPS 
merupakan suatu tren yang mendunia. Peng-
adaan proyek melalui pendanaan swasta saat ini 
memegang peranan penting pada perkembangan 
sektor infrastruktur di hampir seluruh negara. 
Terminologi PPP awalnya digunakan di 
Amerika Serikat dalam pengadaan program 
pendidikan. Definisi dari KPS diartikan sebagai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.  Perkembangan Investasi dan Panjang Jalan Tol Di Indonesia Periode 1978-1988, 1988-2004, dan 
2004-2010 
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kerjasama antara sektor publik (pemerintah) 
dengan sektor swasta pada perancangan, 
perencanaan, pendanaan, konstruksi dan 
pengoperasian proyek yang secara tradisional 
diadakan oleh pemerintah (Webb dan Pulle, 
2002). KPS merupakan kesepakatan antara 
pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan 
infrastruktur dimana pendanaan, perancangan, 
konstruksi dan pengoperasian proyek yang 
semula dilaksanakan pemerintah kemudian 
secara sebagian maupun keseluruhan menjadi 
tanggung jawab swasta. Dengan demikian, 
Pemerintah maupun swasta merupakan sektor 
penting dengan perannya masing-masing untuk 
memastikan bahwa kombinasi dari keahlian dan 
sumber daya yang dimiliki keduanya dapat 
memberikan hasil terbaik bagi penyediaan 
infrastruktur.  
 
Dalam perkembangannya, skema kerjasama 
pemerintah swata kemudian berkembang 
menjadi beberapa jenis. Spektrumnya mulai 
dari yang sederhana seperti pengadaan 
tradisional sampai privatisasi. Hine dkk. (2009) 
mengkategorikan pengadaan infrastruktur ke 
dalam lima kategori yaitu kontrak kerja dan jasa 
(pengadaan tradisional), kontrak pengelolaan 
dan pemeliharaan, konsesi operasional dan 
pemeliharaan, konsesi Build, Operate, Transfer 
(BOT) dan Privatisasi. Berdasarkan tipenya, 
pengadaan tradisional terdiri dari Design, Bid, 
Build and Design and Build. Sedangkan kontrak 
pengelolaan dan pemeliharaan dibagi menjadi 
dua tipe yaitu kontrak pengelolaan 
(Management Contract) dan Performance 
Based Contract. Lease dan Franchise termasuk 
konsesi operasional dan pemeliharaan; 
sedangkan BOT, Build Own Operate (BOO), 
dan Design Build Finance and Operate (DBFO) 
termasuk dalam kategori konsesi BOT. 
Pemilihan bentuk KPS ini disesuaikan 
berdasarkan kebutuhan dan karakter dari setiap 
proyek (tergantung dari sektor proyek) dan 
pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Besarnya 
kontrol yang dipegang pemerintah dalam 
mengatur KPS menentukan jenis skema KPS 
yang dipilih (Renda dan Schrefler, 2006). 
 
Tinjauan Sistem Penyelenggaraan Jalan Tol  
 
Sistem penyelenggaraan didefinisikan sebagai 
suatu kerangka proses dan prosedur yang 
digunakan untuk memastikan bahwa 
pemerintah dapat memenuhi semua tugas yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Dilihat 
dari tujuan penyelenggaraan jalan tol di 
Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
no.15/2005 tentang Jalan Tol maka tujuan dari 
penyelenggaraan jalan tol adalah untuk 
meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi 
guna menunjang peningkatan pertumbuhan 
ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi 
tingkat perkembangannya. Secara tradisional 
jalan tol dikelola oleh pemerintah termasuk 
dalam segi pendanaannya. Namun tren 
penyelenggaraan jalan tol yang kemudian 
berkembang adalah mengikutsertakan swasta 
pada pengelolaannya. Sektor swasta yang 
masuk di dalam kemitraan dengan pemerintah 
melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 
untuk menye-lenggarakan jalan tol mendorong 
pemerintah untuk mengembangkan sistem 
penyelenggaraan jalan tolnya. Dalam perubahan 
sistem penyelenggaraan jalan tol yang meng-
ikutsertakan sektor swasta akan tercapai 
tujuannya jika prinsip-prinsip tata kelola 
dilaksanakan oleh pemerintah melalui 
peningkatan regulasi, restrukturisasi dan 
pengawasan peran. Dengan tata kelola yang 
diatur oleh pemerintah melalui regulasi maka 
kepentingan masyarakat dapat terjaga 
(Skelcher, 2010). 
 
Ada tiga kerangka mendasar yang perlu 
dipersiapkan untuk penyelenggaraan jalan tol 
berbasis KPS yaitu kerangka perundangan 
(legislative framework), kerangka regulasi 
(regulatory framework) dan kerangka 
institusional (institutional framework) (Hine 
dkk., 2009). Kerangka perundangan yang 
dijadikan landasan hukum bagi pelaksanaan 
KPS pada penyelenggaraan jalan tol 
dilaksanakan oleh institusi-institusi pemerintah 
terkait dengan kewenangan yang jelas. 
Kerangka perundangan ini diterjemahkan ke 
dalam kerangka regulasi yang menjadi acuan 
bagi setiap lembaga pemerintah dan pemangku 
kepentingan lainnya agar tujuan dari 
penyelenggaraan jalan tol tercapai.  
 
Kerangka perundangan dan kerangka regulasi 
umumnya menjadi satu kesatuan yaitu kerangka 
hukum. Setiap kerangka ini dijalankan dengan 
mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola. 
Ketiga kerangka ini dan tata kelola merupakan 
elemen penting dalam sistem penyelenggaraan 
jalan tol. 
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Winch dalam Robison, dkk. (2010) 
mendefinisikan tata kelola sebagai istilah untuk 
menggambarkan proses dan sistem yang 
digunakan organisasi atau kelompok 
masyarakat dalam beroperasi. Tata kelola 
melibatkan alokasi kewenangan, tanggung 
jawab dan akuntabilitas (Wilson, dkk., 2010). 
Karakteristik utama tata kelola adalah 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
publik dan pembangunan tidak semata-mata 
bertumpu pada keputusan yang dibuat oleh 
pemerintah (government), tetapi juga 
melibatkan seluruh stakeholder (pemangku 
kepentingan) baik yang ada di dalam maupun di 
luar birokrasi pemerintah. Ada tiga meta-prinsip 
dasar untuk menjalankan tata kelola dengan 
efektif yaitu kredibilitas, legitimasi dan 
transparansi (Brown dkk., 2006). Meta prinsip 
ini kemudian dikembangkan yang secara umum 
ada enam prinsip tata kelola yaitu partisipasi, 
kepatutan, akuntabilitas, keadilan dan efisiensi 
(UNECE, 2007). Dalam tata kelola 
penyelenggaraan infrastruktur Dixon, dkk 
(2005) dan Chan, dkk. (2010) menyatakan 
bahwa perlu adanya kesempatan partisipasi 
masyarakat melalui konsultasi publik. 
Akuntabilitas sebagai prinsip tata kelola 
dilakukan antara lain dengan 
pertanggungjawaban kinerja baik pemerintah 
maupun swasta melalui pelaporan pada media 
tertentu (Brown, dkk., 2006). Prinsip efisiensi 
juga mencakup kepastian bahwa 
penyelenggaraan KPS menghasilkan 
penghematan sumberdaya negara (Cheung, 
2009). 
 
Tata kelola secara umum pada proyek-proyek 
pemerintah akan berbeda dengan tata kelola 
pada proyek-proyek KPS (Wilson, dkk., 2010). 
Perbedaan dari tata kelola KPS adalah pada 
periode kontrak. Oleh karena itu fokus tata 
kelola KPS dapat mencakup isu jangka panjang 
dan pengelolaan risiko, bukan hanya pada aspek 
waktu dan anggaran. Prinsip-prinsip tata kelola 
KPS bukan saja mencakup perspektif sosial 
tetapi juga ekonomi yang membedakannya dari 
tata kelola proyek pada umumnya. Wilson dkk. 
(2010) menyatakan bahwa penyelenggaraan 
KPS yang melibatkan sektor swasta sebaiknya 
dijalankan dalam suatu bentuk tata kelola 
korporasi atau corporate governance. Tata 
kelola korporasi menitikberatkan pada 
keseimbangan atara tujuan ekonomi dan sosial. 
Jadi tujuan yang ingin dicapai bukan hanya 
meningkatkan keuntungan atau profit tetapi 
juga mencapai kestabilan sosial melalui 
kejujuran, keadilan, transparansi dan integritas.  
 
Tujuan ekonomi tata kelola dari KPS dapat 
dilihat dari beberapa sudut pandang. Sektor 
publik, dalam hal ini pemerintah, akan melihat 
tercapainya tujuan ekonomi tata kelola dalam 
KPS jika terjadinya penghematan sumber daya 
negara melalui solusi inovatif penyediaan 
infrastruktur dan efektivitas dalam alokasi 
sumber daya (Pessoa, 2007 dan Cheung, 2009). 
Salah satu bentuk pengelolaan KPS untuk 
memenuhi tujuan ekonomi adalah menyediakan 
proyek KPS yang menarik bagi sektor swasta 
melalui proyek yang bankable (Qiao, 2001; 
Jamali, 2004; Zhang, 2005a; Hine, dkk., 2009; 
Cheung, 2009). Salah satu bentuknya adalah 
dengan memberikan kepastian adanya 
kebutuhan akan fasilitas yang direncanakan 
(Dixon, dkk, 2005; Zhang, 2005a; Zhang, 
2005b).  
 
Ketersediaan kerangka hukum dalam 
implementasi skema KPS pada proyek-proyek 
infrastruktur menjadi hal penting yang 
menunjang keberhasilannya (Chan, dkk., 2010). 
Beberapa literatur juga menegaskan hal serupa 
dimana kesiapan kerangka legislatif dan 
regulasi untuk penyelenggaraan infrastruktur 
seperti halnya jalan tol menjadi suatu faktor 
kritis bagi keberhasilan implementasi KPS 
(Kumaraswamy dan Zhang, 2001; Jamali, 2004; 
Zhang, 2005b; Li, dkk, 2005; Aziz, 2007).  
 
Kerangka legislatif sebagai bagian dari 
kerangka hukum merupakan landasan hukum 
penyelenggaraan jalan tol.  Hine dkk., (2009) 
menetapkan bahwa kerangka legislatif 
mencakup dua tipe undang-undang yaitu 
undang-undang yang membuat KPS dapat 
diterapkan (enabling framework) dan undang-
undang yang dapat memberikan pengaruh 
terhadap keberlangsungan KPS. Jenis kedua ini 
jumlahnya dapat cukup banyak karena KPS 
merupakan proyek yang besar dan kompleks. 
Enabling framework berupa undang-undang 
KPS dan konsesi serta undang-undang bagi 
sektor tertentu. Kerangka regulasi sendiri 
merupakan alat yang menjabarkan kebijakan 
pemerintah pada sektor tertentu. Regulasi 
mengacu pada kontrol pemerintah yang 
dikenakan pada kegiatan bisnis. Hahm (2008) 
menambahkan bahwa pada tingkat 
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implementasi diperlukan suatu acuan atau 
regulasi turunan dari kerangka legislatif yang 
telah dibentuk. Acuan atau regulasi ini 
menetapkan apa yang menjadi lingkup sektor 
jalan tol, tipe kontrak yang digunakan untuk 
sektor ini, prosedur pengadaan, prosedur 
perselisihan, standar dokumen penawaran, dan 
sebagainya. Regulasi lain yang dibutuhkan 
setelah berjalannya regulasi di atas antara lain 
prosedur pelaksanaan audit dan manajemen 
kinerja. Kontrak konsesi juga merupakan 
regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pihak-
pihak yang terikat di dalam kontrak. 
 
Kerangka institusional di lain pihak memegang 
peranan penting dalam perencanaan 
infrastruktur, regulasi dan penetapan sumber 
pendanaan proyek infrastruktur. Fischer, dkk. 
(2006) menyatakan bahwa ketersediaan 
kerangka institusional menjadi salah satu faktor 
kesuksesan kritis dalam penyelenggaraan KPS. 
Dalam penyelenggaraan jalan tol kerangka 
institusional menetapkan skema KPS yang akan 
digunakan. Implementasi KPS akan mengubah 
cara pandang kementerian terkait dalam 
penyelenggaraan jalan yang semula ditangani 
Pemerintah. Reformasi pada perundangan 
membutuhkan adanya institusi yang mampu 
mengimplementasikan reformasi tersebut. Aziz 
(2007) menegaskan diperlukannya unit KPS 
yang bertanggung jawab dalam mengelola KPS 
merupakan salah satu prinsip penting dalam 
tingkat program. Cheung, dkk. (2009) 
memberika beberapa best practice di negara-
negara yang telah membentuk unit KPS. 
Partnerships UK (PUK) merupakan unit KPS di 
Inggris yang dikembangkan oleh Treasury 
Taskforce (TTF) dan bertanggung jawab untuk 
membakukan proses pengadaan dengan 
pendekatan KPS. PUK adalah organisasi yang 
di-privatisasi sehingga sebagian sahamnya 
dimiliki oleh sektor swasta. Institusi pengelola 
KPS lain yang sukses adalah Partnerships 
Victoria di negara bagian Australia yang 
bertanggungjawab menyediakan kerangka 
kebijakan pengembangan kerjasama kontraktual 
dalam penyelenggaraan infrastruktur. Masih 
banyak negara-negara yang sukses dalam 
penyelenggaraan KPS dengan ketersediaan 
kerangka instusional seperti PIMAC di Korea 
Selatan, Efficiency Unit di Hong Kong, dll. 
Selain Unit KPS di tingkat pusat, sel KPS 
merupakan pihak dalam kementerian terkait 
yang mengawasi implementasi proyek KPS. Sel 
KPS ini perlu direncanakan dalam pengajuan 
kerangka institusional KPS. Dengan demikian 
keterkaitan, fungsi, tanggung jawab dan 
otoritasnya perlu ditetapkan di dalam kerangka 
institusional. Sebagai komitmen Pemerintah 
untuk mengadopsi kebijakan yang dapat 
memberi kepastian bagi partisipasi sektor 
swasta maka perlu dibentuk regulator atau 
badan pengatur yang independen dimana tidak 
ada kontrol dari politisi, Pemerintah, operator 
dan pengguna. 
 
Pengukuran Kinerja 
 
Pengukuran kinerja merupakan proses 
mengukur efisiensi dan efektivitas dari tindakan 
untuk mencapai tujuan (Neely, 1998). Dengan 
pengukuran kinerja maka pencapaian 
pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran, 
tujuan, misi dan visi tercatat dan terukur. 
Maksud dari pengukuran kinerja bukan hanya 
untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu 
bisnis tetapi juga untuk membantu suatu bisnis 
bekerja dengan lebih baik. Tujuan utama dari 
implementasi sistem pengukuran kinerja adalah 
untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi 
sehingga organisasi tersebut mampu untuk 
memberikan pelayanan bagi pemangku 
kepentingan dengan lebih baik (Johnson, 2007).  
 
Seperti halnya sektor swasta, organisasi sektor 
publik di seluruh dunia menghadapi tekanan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan, 
menurunkan biaya, menjadi lebih akuntabel, 
fokus pada pelanggan dan responsif terhadap 
kebutuhan pemangku kepentingan. Pengukuran 
kinerja telah lama digunakan di sektor swasta, 
namun awalnya hal ini dianggap tidak mungkin 
dilaksanakan untuk mengukur kinerja sektor 
publik. Saat ini telah terjadi perubahan, 
pergeseran terjadi dalam penggunaan informasi 
kinerja bukan hanya digunakan untuk keperluan 
internal tetapi juga digunakan untuk kontrol 
eksternal dan akuntabilitas (Metawie dan 
Gilman, 2005). Secara keseluruhan, dapat 
dinyatakan bahwa, pengukuran kinerja 
merupakan aspek sentral dari reformasi sektor 
publik. Pada akhir dekade 1990, hampir setiap 
badan pemerintahan di Amerika Serikat 
melaksanakan pengukuran kinerja (Behn, 
2003). Organisasi pemangku kepentingan 
menginginkan pengukuran kinerja untuk 
meminta pertanggungjawaban pemerintah. 
Wholey dan Newcomer (1997) pada Behn 
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(2003) mengamati bahwa pengukuran kinerja di 
semua tingkat pemerintahan dan organisasi 
nirlaba mencerminkan tuntutan masyarakat atas 
efektivitas program yang telah dibuat. Wholey 
dan Newcomer juga menambahkan bahwa 
pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap 
tahun untuk meningkatkan akuntabilitas publik 
dan pengambilan keputusan kebijakan. 
Pengukuran yang dilakukan secara reguler 
dapat meningkatkan efektivitas manajemen dan 
program. 
 
Secara garis besar ada empat tahap yang harus 
dilalui dalam pengukuran kinerja, yaitu 
penetapan indikator kinerja, pengembangan 
sistem pengukuran data, penyempurnaan 
ukuran kinerja, dan pengintegrasian dengan 
proses manajemen (Schacter, 1999). Makalah 
ini dibatasi hanya pada tahap pertama yaitu 
penetapan indikator kinerja. Konsep dasar 
indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif 
dan atau kualitatif yang menggambarkan 
tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator 
kinerja harus merupakan sesuatu yang akan 
dihitung dan diukur serta digunakan sebagai 
dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja 
baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan 
maupun setelah kegiatan selesai.  
 
Penetapan indikator kinerja merupakan proses 
identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja 
melalui sistem pengumpulan dan pengolahan 
data/informasi untuk menentukan capaian 
tingkat kinerja kegiatan/ program.  Indikator 
kinerja dapat digunakan untuk evaluasi baik 
dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 
atau pun tahap setelah kegiatan itu selesai dan 
berfungsi. Untuk menyusunan indikator kinerja, 
langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai 
berikut ini. Identifikasi data/informasi yang 
dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi 
indikator kinerja. Dalam hal ini, data/informasi 
yang relevan, lengkap, akurat dan kemampuan 
dan pengetahuan tentang permasalahan yang 
dibahas,  
 
Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling 
relevan dan berpengaruh besar terhadap 
keberhasilanpelaksanaan kebijaksanaan/ pro-
gram / kegiatan.  
 
Dalam memenuhi tujuan penelitian, penelitian 
ini mengadopsi faktor-faktor penting dalam 
sistem penyelenggaraan jalan tol yang 
mencakup elemen tata kelola pada kerangka 
legislatif, kerangka regulasi, dan kerangka 
institusional. Faktor-faktor ini menjadi 
indikator pengukuran kinerja.  
 
Pengembangan penelitian secara garis besar 
dapat dilihat pada Gambar 2 yang 
mengilustrasikan sistem penyelenggaraan jalan 
tol yang terdiri dari tiga elemen untuk 
memenuhi tujuan sosial dan tujuan ekonomi 
tata kelola KPS kemudian dikembangkan 
menjadi indikator pengukuran kinerja. 
 
 
Gambar 2. Metode Pengembangan Penelitian 
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USULAN INDIKATOR KINERJA SISTEM 
PENYELENGGARAAN JALAN TOL 
 
Berdasarkan kompilasi terhadap literatur-
literatur terkait dengan faktor-faktor pada KPS 
yang berkaitan dengan ketiga elemen di atas, 
teridentifikasi setidaknya 44 indikator dalam 
KPS proyek infrastruktur yang dapat 
diaplikasikan pada sistem penyelenggaraan 
jalan tol. Pada elemen tata kelola, aspek yang 
diidentifikasi dalam indikator bukan saja aspek 
sosial yang berkaitan dengan akuntabilitas, 
transparansi, independensi tetapi juga aspek 
ekonomi sebagai landasan pengatur kemitraan 
dengan sektor swasta. Indikator yang berhasil 
diidentifikasi disajikan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Indikator Pengukuran Kinerja Sistem Penyelenggaraan Jalan Tol. 
 
 
No Indikator Literatur yang Mengindetifikasi 
Elemen Tata Kelola KPS 
1 Adanya kesempatan partisipasi masyarakat melalui 
konsultasi publik 
Dixon, dkk (2005), Chan, dkk. (2010) 
2 Akuntabilitas badan pemerintah Brown dkk. (2006) 
3 Akuntabilitas publik atas kinerja pemerintah melalui 
pelaporan pada media cetak atau elektronik 
Brown dkk. (2006) 
4 Akuntabilitas publik atas kinerja swasta melalui 
pelaporan pada media cetak atau elektronik 
Brown dkk. (2006) 
5 Akuntabilitas sektor swasta Hine dkk. (2009) 
6 Dukungan masyarakat pada program pemerintah Zhang (2005a), Cheung (2009) 
7 Fasilitasi pendekatan inovasi dan kreatifitas sektor 
swasta 
Jeffries, dkk (2002), Cheung (2009) 
8 Independensi badan pengatur Brown dkk. (2006), Hine dkk. (2009) 
9 Kejelasan prosedur dan evaluasi pengadaan 
(prakualifikasi, lelang dan negosiasi) sebagai bentuk 
transparansi proses pengadaan 
Tam (1999), Kumaraswamy dan Zhang (2001), 
Jeffries, dkk (2002), Jamali (2004), Zhang 
(2005a), Aziz (2007), Cheung (2009), Chan, dkk 
(2010) 
10 Kepastian adanya kebutuhan akan fasilitas yang 
direncanakan 
Dixon, dkk (2005), Zhang (2005a), Zhang (2005b) 
11 Kepastian investasi dimana biaya pengadaan lahan 
masuk dalam komponen investasi 
Muchsin (2007) 
12 Kepastian pertumbuhan lalu lintas Zhang (2005a), Cheung (2009) 
13 Kepastian perubahan pemerintah tidak mengubah 
kebijakan  jalan tol 
Tam (1999), Kumaraswamy dan Zhang (2001), 
Zhang (2005a), Aziz (2007), Jacobson dan Choi 
(2008), Chan, dkk (2010) 
14 Kepastian tarif yang terjangkau masyarakat Dixon, dkk (2005), Aziz (2007), Cheung (2009) 
15 Kepastian terbangunnya infrastruktur Cheung (2009) 
16 Kesesuaian mutu, biaya dan waktu dalam 
pelaksanaan oleh swasta 
Cheung (2009) 
17 Ketersediaan proyek yang bankable Qiao (2001), Jamali (2004), Zhang (2005a), Hine, 
dkk. (2009), Cheung (2009) 
18 Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan 
jalan tol bagi kepentingan masyarakat 
Tam (1999), Zhang (2005b), Aziz (2007), 
Jacobson dan Choi (2008) 
19 Konsorsium yang berpengalaman dalam KPS Tam (1999), Jeffries, dkk (2002), Cheung (2009) 
20 Konsorsium yang kuat secara pendanaan Tam (1999), Jeffries, dkk (2002), Cheung (2009) 
21 Pengawasan operasional sektor swasta Jamali (2004), Zhang (2005b), Chan, dkk (2010) 
22 Pengelolaan proyek yang inovatif oleh swasta Jeffries, dkk (2002), Cheung (2009) 
23 Penghematan sumberdaya negara Cheung (2009) 
24 Perencanaan proyek yang matang (tersedianya 
business plan) 
Qiao (2001), Jamali (2004), Zhang (2005a), 
Cheung (2009) 
25 Pertumbuhan jalan tol/tahun meningkat BPJT (2006) 
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Tabel 1. Indikator Pengukuran Kinerja Sistem Penyelenggaraan Jalan Tol ....(lanjutan)
  
Secara umum tabel di atas memberikan 
gambaran bahwa elemen tata kelola sebagai 
elemen utama yang mengatur penyelenggaraan 
jalan tol mencakup berbagai faktor yang me-
nentukan keberhasilan implementasi KPS. Di 
dalam elemen tata kelola, bukan hanya 
pemerintah sebagai sektor publik yang men-
dukung keberhasilan implementasi KPS tetapi 
juga keberhasilan KPS didukung oleh sektor 
swasta sebagai pengelola dan masyarakat. 
 
KESIMPULAN 
 
Permasalahan dalam penyelenggaraan jalan tol 
yang ditunjukan dengan rendahnya tingkat 
pertumbuhan jalan tol ada pada sistem 
penyelenggaraannya. Untuk itu sistem ini perlu 
diukur kinerjanya untuk mengidentifikasi 
aspek-aspek yang menjadi sumber 
permasalahan. Makalah ini membahas tentang 
pengembangan kerangka pengukuran kinerja 
sistem penyelenggaraan jalan tol yang 
mencakup tiga elemen utama yaitu elemen tata 
kelola KPS, kerangka hukum dan kerangka 
institusional. Secara sistimatis, makalah ini 
menyajikan tentang gambaran ringkas tentang 
konsep Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 
serta sistem penyelenggaraan jalan tol. Dari 
tinjauan literatur terhadap sistem penye-
lenggaraan infrastruktur pada umumnya dan 
jalan tol khususnya, maka secara umum 
makalah ini berhasil mengidentifikasikan 44 
indikator yang dapat diaplikasikan dalam 
pengukuran kinerja sistem penyelenggaraan 
jalan tol. Indikator-indikator ini mencakup 
ketiga elemen dari sistem penyelenggaraan. 
Elemen tata kelola yang merupakan elemen 
utama dari sistem ini kinerjanya dapat diukur 
No Indikator Literatur yang Mengidentifikasi 
Elemen Tata Kelola KPS 
26 Sosialisasi proyek pada masyarakat Dixon, dkk (2005), Chan, dkk. (2010) 
27 Terciptanya efisiensi dan inovasi pelayanan Jeffries, dkk (2002), Cheung (2009) 
28 Kejelasan pengaturan alokasi risiko  Kumaraswamy dan Zhang (2001), Zhang (2005a), 
Zhang (2005b), Dixon, dkk (2005), Aziz (2007), Cheung 
(2009), Chan, dkk (2010) 
29 Kepastian mekanisme garansi pemerintah Kumaraswamy dan Zhang (2001), Zhang (2005a), Chan, 
dkk (2010) 
30 Kepastian terlaksananya mekanisme penyesuaian tarif 
secara berkala 
Tam (1999), Zhang (2005a), Zhang (2005b), Cheung 
(2009) 
Elemen Kerangka Hukum 
1 Kelengkapan kerangka legislatif dan regulasi  Hine dkk. (2009) 
2 Kepastian pelaksanaan penegakan hukum dalam 
penyelenggaraan jalan tol 
Cheung (2009) 
3 Kepatuhan swasta atas ketentuan kontrak Jacobson dan Choi (2008) 
4 Kesiapan kerangka legislatif dan regulasi untuk 
penyelenggaraan jalan tol 
Kumaraswamy dan Zhang (2001), Jamali (2004), Zhang 
(2005b), Aziz (2007), Chan, dkk. (2010) 
5 Pengembangan kontrak perjanjian yang jelas dan lengkap Aziz (2007) 
6 Tersedia prosedur KPS yang sederhana Cheung (2009) 
Elemen Kerangka Institusional 
1 Badan pemerintah yang tidak tumpang tindih  Hine dkk. (2009) 
2 Kejelasan fungsi-fungsi badan pemerintah yang terlibat 
dalam penyelenggaraan jalan tol 
Kumaraswamy dan Zhang (2001), Zhang (2005b), Aziz 
(2007), Jacobson dan Choi (2008) 
3 Kejelasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
penyelenggara jalan tol  
Tam (1999), Kumaraswamy dan Zhang (2001) 
4 Kejelasan koordinasi antar badan pemerintah yang terlibat 
dalam penyelenggaraan jalan tol 
Tam (1999), Kumaraswamy dan Zhang (2001), Zhang 
(2005b), Aziz (2007) 
5 Kejelasan koordinasi antar badan pemerintah yang terlibat 
dalam penyelenggaraan jalan tol 
Tam (1999), Kumaraswamy dan Zhang (2001), Zhang 
(2005b), Aziz (2007) 
6 Kepastian peningkatan koordinasi badan pemerintah yang 
terlibat dalam penyelenggaraan jalan tol 
Tam (1999), Kumaraswamy dan Zhang (2001), Zhang 
(2005b), Aziz (2007) 
7 Pelatihan SDM badan pemerintah untuk meningkatkan 
kapabilitasnya 
Cheung (2009) 
8 SDM dan Badan pemerintah yang berpengalaman Aziz (2007), McQuaid dan Scherrer (2010) 
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dengan pengukuran terhadap 30 indikator. 
Sedangkan pengukuran kinerja elemen 
kerangka hukum dalam sistem penyelenggaraan 
jalan tol didasarkan atas 6 indikator di 
dalamnya. Elemen kerangka institusional dapat 
diukur dengan 8 indikator yang berhasil 
teridentifikasi. 
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